





























Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Ketiga Atas PKPU Nomor 8/2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota. Pasal 4 huruf e Peraturan KPU Nomor 9/2016 menyebutkan;
mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
yang tordiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional
(BNN). Syaral kesehalon jasmani, rohani, serta bebas dari
penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu syarat yang tidak
terpisahkan dari syarat calon serta syarat pencalonan lainnya
sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU Nomer 9/2016.
Penegasan yang sama juga terdapat dalam Pasal 23 huruf f Peraturan
KPU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur pada Daerah Khusus lbukota Jakarta, Papua, dan
Papua Barat.
Bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, BupatiWakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota mempertegas syarat pemeriksaan kesehatan dengan
menyebutkan tempat pemeriksaan kesehatan dilakukan. Pasal 22
huruf h menyebutkan salah satu syarat bakal pasangan calon kepala
daerah adalah; sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di
ibukota Pemerintah Aceh (Bukti T-12).
Bahwa Termohon sudah beberapa kali melakukan sosialisasi
pencalonan yang di dalamnya juga menyebutkan pemeriksaan
kesehatan bakal pasangan calon dilakukan di RSUD dr Zainoel Abidin
Banda Aceh dengan biaya yang ditanggung Termochon. Informasi
tersebut juga disampaikan dalam sosialisasi tata cara pencalonan
bupati dan wakil bupati Aceh Utara Tahun 2017, sesuai dengan
undangan kepada seluruh bakal pasangan calon dan partai politik
nomor 270/606.1/1X/2016 tanggal 8 September 2016 (Bukti T-1).
Bahwa pada saat pemeriksaan kesehatan Pemohon atas nama H
Sulaiman Ibrahim dilakukan tanggal 24 — 25 September 2016, Qanun
Nomor 5 Tahun 2012 masih menjadi salah satu rujukan regulasi dalam
pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Aceh.
‘Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 46 ayat (5)
‘menyebutkan, hasil pemeriksaan kesehatan bersifal final dan tidak
dapat dilakukan pemeriksaan pembanding (Bukti T-13). Bahwa
berdasarkan Pasal 46 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016
tersebut, pemeriksaan kesehatah Pemohon yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat oleh pihak RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh,
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Bahwa pada 24 September 2016 pukul 6,30 WIB, Termohon
menunggu semua bakal pasangan calon di depan ruang resepsionis
RSUD dr Zainoel Abidin dan selanjutnya mengantar semua bakal
pasangan calon sampai ke depan pintu ruang pengarahan Tim
Pemeriksaan Kesehatan dan proses tersebut turut dihadiri anggota
Panwaslih Aceh Utara.

Bahwa menindaklanjuti surat KIP Aceh nomor 270/3034 tanggal 27
September 2016 Tentang Pengambilan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon mengambil surat
dimaksud di Kantor KIP Aceh Jalan T. Nyak Arief, Komplek Gedung
Arsip, Banda Aceh (Bukti T-7).

Bahwa hasil pemeriksaan yang ditandatangani Direktur RSUD dr
Zainoel Abidin, dr Fachrul Jamal, Sp.An.KIC, disebutkan calon bupati
atas nama Sulaiman Ibrahim tidak memenuhi syarat secara jasmani
(Neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
bupati (Bukti T-8). '
Bahwa surat keterangan dari Direktur RSUD dr Zainoel Abidin tersebut
diserahkan Termohon kepada Tim Sukses Pemohon atas nama Afrizal
pada tanggal 29 September 2016 (Bukti T-9).

Bahwa menindaklanjuti hasil verifikasi terhadap syarat Calon Bupati
dan Wakil Bupati. Aceh Utara, Termohon melalui surat Nomor:
270/683.1/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 menyampaikan berita acara
syarat calon dan menjelaskan bahwa persyaratan yang tidak bisa

diperbaiki adalah hasil uji baca Al-Quran serta hasil tes kesehatan dan
bebas narkoba (Bukti T-10 ).

Il. Dalam Pokok Permohonan

a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon
karena suratl yang dikeiuarkan Scokretaris KIP Aceh Utara bernomor
270/114.3/1X/2016 tanggal 29 September 2016 adalah surat pengantar
terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan RSUD dr
Zainoel Abidin Banda Aceh. Bahwa surat pengantar tersebut bukanlah
substansi dari hasil rekam medis yang dikeluarkan Tim Pemeriksaan
Kesehatan menjadi menjadi objek sengketa Pemohon (Bukti T-9).

b. Bahwa surat KIP Aceh Utara bernomor 270/683.1/X/2016 tertanggal 1
Oktober 2016 perihal Penyampaian Berita Acara Syarat Calon berikut
lampirannya atau formulir Model BA.HP-KWK merupakan perintah
Peraturan KPU Nomor 9/2016 Tentang Pencalonan yang menjadi
dasar bagi Pemohon untuk melihat seluruh persyaratan yang sudah
Memenuhi Syarat atau MS, Belum Memenuhi Syarat atau BMS, dan
Tidak Memenuhi Syarat atau TMS (Bukti T-11).

Bahwa permohonan Pemohon Untuk Membatalkan Berita Acara
Dimaksud Berarti Pemohon Juga Memohon Untuk Membatalkan
Seluruh Persyaratan Pemohon Sendiri Yang Sudah Memenuhi Syarat
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para Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota agar sejak
7 (tujuh) r:ari sebelum hari pemeriksaan pap- smear tidak
melakukan “hubungan seksual, tidak memakai vagina tablet,
dan/atau memakai jamu-jamuan vagina atau membilas daerah
kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam. Oleh
karena kalau bukti surat T-5 di berikan pada tanggal 23
september 2016 sedangkan pemeriksaan kesehatan di lakukan
pada tanggal 24-25 September 2018 maka bagi bakal pasangan
calon tidak akan maksimal mempersiapkan diri masing-masing

bakal czlon kepala daerah.

- Menimbang bahwa adanya
penyampaian  surat dimana telah selesai pemeriksaan
dikeluarkan oleh Tim Dokter khusus dan surat keterangan hasil
kesehatan dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah dr
Zainoel Abidin yang ditandatangani oleh Direktur, dan ini
menunjukkan ketidaksesuai dalam proses administrasi .

- Menimbang bahwa dalam pemeriksaan kesehatan pihak
Termohon seharusnya mengeluarkan keputusan mengenai
pedoman teknis standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan
rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017. Oleh
karena itu 'pimplnan musyawarah menggali dan menemukan
bahwa dalam pihak KIP Aceh telah mengeluarkan keputusan
KIP Aceh Nomor 28/ Kpts/ KIP Aceh/ Tahun 2016 Tentang
pedoman Teknis Standar pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan
Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika pPemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017. Oleh karena
itu dengan tidak adanya keputusan yang di keluarkan oleh
Termohon maka adanya ketidakpastian mengenai tata cara dan
standar pemeriksaan aka pimpinan musyawarah

berpendapat bahwa pemeriksaan kesehatan yang tidak
transparan, akuntabel dan fair.
. Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan
umum nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan, program.dan
jadwal penyelenggaraa,n pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
pupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahu
2017, dimana dengan adanya tahapan tersebut rpe.mbaﬂkan

peluang bagi Pemohon un
yang dihasil oleh Termohon maka pemohon tidak memeriukan

waktu yang lama untuk menguji setiap keputusan sehingga
dapat mengembalikan hak-hak politik dari Pemohon yang di

perbedaan dalam proses
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